






A. Lokasi Penelitian 
Peneliti melakukan penelitian di Kantor Desa Landungsari Kecamatan 
Dau Kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Tirto Utomo No 92 Malang 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009) mengatakan 
bahwa penelitan deskripif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden 
apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian di analisis dengan 
kata-kata yang melatarbelakangi responden berprilaku seperti itu, di reduksi, 
disimpulkan, dan di verifikasi. 
C. Jenis dan Sumber Data 
     Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: 
1. Data Primer 
  Data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi di 
lapangan melalui wawancara mengenai peran perangkat desa secara 
langsung dalam mengelola anggaran desa 
2. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari kantor Desa Landungsari Kabupaten 
Malang tahun 2019, dimana data tersebut diperoleh dari dokumen-
dokumen bagian Pemerintahan Desa Landungsari yang berupa laporan 





D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dengan melihat langsung data data yang 
sudah ada dan tersedia di lokasi penelitian pada kantor Desa Landungsari. 
Peneliti hanya bisa memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi bisa 
dilakukan dengan cara mencatat ulang, memotret, foto copy atau membeli 
(Ihyaul dan Juanda, 2017). Penelitian ini menggunakan dokumen atau data 
data laporan  yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa 
Landungsari. Laporan tersebut berupa: 
a. Laporan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 
b. Peraturan Desa tentang APBDes (Perdes) 
c. Laporan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
d. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
2. Wawancara 
Teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan para 
informan untuk mendapatkan data data yang diperlukan oleh peneliti terkait 
dengan Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
dengan cara bertatap muka secara langsung dengan responden. Adapun 







a. Kepala Desa 
b. Sekretaris Desa 
c. Kasi Pemerintahan 
d. Kaur Keuangan 
e. Kaur Perencanaan 
f. Kepala Dusun Rambaan 
g. Kepala Dusun Bendungan 
h. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Berikut ini daftar pertanyaan yang menyangkut pengelolaan dana desa di 
Desa Landungsari dengan menggunakan 5 tahapan, yaitu sebagai berikut: 
Wawancara pada tahap perencanaan 
a. Apakah perangkat desa ikut berperan dalam merencanakan kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh desa? 
b. Apakah masyarakat desa juga ikut berperan dalam merencanakan kegiatan 
bersama pemerintah desa? 
c. Apakah dalam merencanakan penyusunan RPJMDes, BPD juga ikut berperan? 
d. Apakah Kepala Desa menyampaikan rencana peraturan tentang APBDes 
kepada BPD?  
e. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa terakit 
pembuatan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes? 
f. Apakah dalam merencanakan pembangunan desa serta daftar perencanaan itu 






Wawancara pada tahap pelaksanaan 
a. Apakah perangkat desa berperan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa? 
b. Apakah Sekretaris juga melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes? 
c. Bagaimana kinerja perangkat desa dalam mengelola dana desa untuk 
mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah? 
d. Apakah dalam tahap pelaksanaan Bendahara juga bertugas untuk menyusun 
laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban? 
e. Apakah semua jenis laporan keuangan desa dimasukan ke dalam Siskeudes? 
f. Apakah Bendahara melakukan tutup buku setiap bulan secara rutin? 
g. Apakah perangkat Desa Landungsari juga turut mengikuti kegiatan 
pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan maupun 
Kabupaten? 
Wawancara pada tahap penatausahaan 
a. pada tahap penatausahaan ini, apakah semua perangkat desa turut berperan? 
b. Untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang 
dilakukan oleh Bendahara desa, apakah Bendahara desa juga memberikan 
masukan terkait dengan Raperdes kepada Kepala Desa 
c. Dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran uang desa, apakah laporan 
yang digunakan hanya SPP saja ataukah ada yang lain? 
d. Pada tahap penatausahaan ini apakah Bendahara Desa melakukan tutup buku 






Wawancara pada tahap pelaporan 
a. Apakah dalam tahap pelaporan ini Kepala Desa menyampaikan laporan 
APBDes kepada Bupati? 
b. Siapa saja yang ikut berperan dalam menyampaikan laporan realisasi 
APBDes kepada Bupati? 
c. Apakah semua jenis laporan keuangan di Desa Landungsari ini dibuat oleh 
Kaur Perencanaan? 
d. Apakah Bendahara juga melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas 
penatausahaan? 
e. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran dana desa dilakukan pencatatan 
f. Apakah bendahara melakukan tutup buku setiap bulan secara rutin? 
g. Apakah laporan APBDes yang dilaporkan kepada Camat atau Bupati sudah 
benar-benar sesuai dengan aturan Permendagri yang ada? 
h. Apakah dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes pernah mengalami 
keterlambatan? 
Wawancara pada tahap pertanggungjawaban 
a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dari desa kepada 
masyarakat Desa Landungsari terkait dengan pengelolaan keuangan desa? 
b. Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa apabila dana desa yang 
dialokasikan dari pemerintah pusat untuk desa tidak terealisasi sebagian? 
c. Apakah pemerintah desa selalu menginformasikan laporan 





d. Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun? 
e. Apakah dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes itu 
dilaporkan pertahun atau per semester? 
E. Teknik/Tahapan Analisa Data 
1. Data Reduction 
      Adalah proses melakukan pemilihan tentang bagian data mana 
yang akan dipakai, yaitu dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah di 
reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 
peneliti dalam dalam melakukan pengumpulan data. 
2. Data Display (penyajian data) 
 Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun 
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. 
3. Verification Kesimpulan 
Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 
yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan 
atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, 






  Mengenai rumusan masalah tentang pengelolaan Dana Desa di Desa 
Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, maka langkah-langkah yang 
dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan analisis data terhadap pengelolaan 
Dana Desa dengan menggunakan beberapa indikator akuntabilitas pengelolaan 
keuangan desa yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 
tentang pengelolaan keuangan desa. indikator akuntabilitas yang telah disesuaikan 
dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai berikut: 
a. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin  
akuntabilitas adalah: 
1) Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes diterapkan 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. 
2) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun 
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Penyusunan RKPDes 
diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran 
sebelumnya. 
3) Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan RKPDes 
4) Sekretaris Desa melaporkan rancangan peraturan dana tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa. 
5) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan dana tentang 





Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama paling lambat 
bulan Oktober tahun berjalan. 
b. Pada tahap proses pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin  
     akuntabilitas adalah: 
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa 
2) Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang 
lengkap dan sah 
3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian 
anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa 
4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Kepala Desa setiap bulan 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
c. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin 
akuntabilitas adalah: 
1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan    
     pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara rutin 
2) Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan  
      pertanggungjawaban. 
d. Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin  
    akuntabilitas adalah: 
1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran 






     Laporan semester pertama yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan semester akhir tahun yang 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun sebelumnya. 
2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa 
3) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Januari tahun berikutnya. 
e. Pada tahap proses pertanggung jawaban bebrapa indikator yang menjamin  
  akuntabilitas adalah: 
1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjwaban realisasi 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada 
Bupati atau Walikota melalui pihak Kecamatan setiap akhir tahun  
2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes 
yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, 
sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan 
Januari tahun berjalan berikutnya. 
3)    Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari 
pendapatan belanja dan pembiayaan. 
4)   Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 
media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat seperti papan 







Menilai tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. 
     Rumus yang digunakan: 
                
                          
                
      
  Setelah dihitung tingkat implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014, dengan cara jumlah indikator terpenuhi dibagi dengan jumlah indikator 
ideal dan dikalikan dengan 100 persen, Indikator terpenuhi yaitu jika pernyataan 8 
perangkat Desa di implementasikan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 
2014. dan Jumlah indikator ideal untuk akuntabilitas yaitu 18 indikator. 
   Skala pengukuran untuk dapat dikatakan sesuai atau tidak pengelolaan 
keuangan menggunakan pengukurannya sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas 
Responden Perangkat 
Desa 
Indeks Indikator Kriteria Akuntabilitas 
1-2 Orang 0-25% Tidak Akuntabel 
3-4 Orang 26-50% Kurang Akuntabel 
5-6 Orang 51-75% Cukup Akuntabel 
7-8 Orang 76-100% Akuntabel 
Sumber: Data Diolah Sendiri 
 
